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PENETAPAN

Nomor 3284/Pdt.G/2024/PA.Ckr
(@w 4}5)\__—&
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

ANONIMASI, tempat dan tanggal lahir Jakarta 02 Juli 1986, umur 38 tahun,
agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Swasta,
tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat;

lawan

ANONIMASI, tempat tinggal di di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22

Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang

dengan register perkara Nomor 3284/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 22 Oktober

2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2011, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dan telah dicatatkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
ANONIMASI, tertanggal 18 April 2011,

2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat

berstatus Perjaka;
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3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
bersama terakhir di Bekasi;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana
layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang bernama:

a. ANAK

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis bahagia,
namun sejak bulan Januari 2017 kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Tergugat dengan Penggugat terkait komunikasi dalam rumah
tangga kurang terjalin dengan baik;

b. Tergugat diketahui kurang bertanggung jawab terkait pemberian nafkah
lahir dan bathin;

6. Bahwa puncak tidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada sekitar bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat timggal yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu
sudah tidak ada lagi hubungan suami istri 6 tahun lamanya;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh
kerena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang
sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah
dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai

Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai

alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada
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Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cqg. Majelis Hakim berkenan membuka
persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (ANONIMASI) terhadap
Penggugat (ANONIMASI);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir
dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula
mengirimkan wakil atau kuasanya, dan berdasarkan berita acara relaas bahwa
tidak bertemu dengan Tergugat, karena alamat tidak ada di wilayah tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak tahu
lagi dimana alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 November 2024, Penggugat
menyatakan ingin mencabut gugatannya karena akan memastikan keberadaan
dan tempat tinggal Tergugat yang pasti dan untuk keperluan tersebut
Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut
perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum
dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 November 2024,
Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena akan memastikan
keberadaan dan tempat tinggal Tergugat yang pasti dan untuk keperluan
tersebut Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan untuk

mencabut perkaranya;
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Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat yang berkeinginan
untuk mencabut gugatan Penggugat, maka oleh karena itu gugatan pencabutan
perkara dari Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya
sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3284/Pdt.G/2024/
PA.Ckr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register
perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp395.000,00(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daswir, M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.,
M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Drs. H. Daswir, M.H. Drs. H. Sanusi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.l.,
M.M.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran 'Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ‘Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan 'Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan 'Rp 250.000,00
5. Biaya Redaksi 'Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai ‘Rp 10.000,00

JUMLAH 'Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
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